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l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repub.ik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nnmor 13 Tahun 1950 ten tarrg Pembentukan 

Oaera.h Daerah Kobupatcn dalam L.ingkungan Propinai Jawa 

Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan 

Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

a. bar wa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (11 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, pelaksanaan pemb.naan dan 

pengawasan badan layanan umum daerah oleh pcrnbina dan 
pcngawas dian rr rlP.ngan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bo.hwa un.:uk mcmbcrikan kepaatian lrukuru dalam 

pclaksanaan pcmbinaan dan pengawasan Badan Layanan 
Umum Daerah di Kabupaten Grobogan khususnya pernbinaan 
dan pengawasan dalam bentuk penilaian kinerja, dipandang 
perlu menctapkan pedoman penilaian kinerja badan layanan 
umum Daerah yang dituangkan dalarn hP.ntnk Peraruran 
Bupati; 

c. bahwa ue1t..la:sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

calam hurut a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pcnilaian Kincrja Badan Layanan 

Umum Daerah; 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA RAA 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANO 
PEDOMAN PENTLAIAN KINERJA BAD/\N LAYJ'.NAN UMUM DAERAH 

PE!:R'\TURAN BU?A'TT GROBOGAN 
NOMOR 81 TAHUN ~1J LIS 

BUPATI GROBOGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

' 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan: 
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PERATURAN BUPATI TEN'TANG PEDOMJ\)l PENTLAJA.~ KIN3RJA 

BADAN LAYANAN UMUM DA.ERAH, 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 lentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 T,1hw1 2011 tcritang Pemben:ukan 
Peraruran Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnn 

Dacrah (Lernbaran Negara Republik lndorieeic Tahun 201'1 
l'(omor 244, Tambahau Lerubarau Negara Republik Indonesia 

Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20:5 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tcntang Pemer.ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 1'ambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 'I'ahun '.lU(J5 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4502) 
sebagaimana telah diuhah dengan Peraruran Pemerintah 
Nomor 7,1 Tahun 2012 tcntang Pcrubahan Atas Peraturan 
Pernerintah Nemer 23 Tahun 2005 tenrang ?engelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraruran Menreri Dalam Negcri Nornor 79 Tahun 2018 tentang 
Bada n Layanan Umum Dacrah (Bcrito. Nega.ra. Republik 

Indonesia Tahuu 2018 Noruur 1213); 

Menetaplmn 
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1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan 
3. Pemerintah Dacrab adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintaban yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keriangan Daerah yang selanjutnya, 
disingkat SKPKD adalah perarigkat daerah pada Pemerinto.h 

Daerah selaku pcngguna anggaran/pcngguna barang yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalab Kepala SKPK.D yang mernpunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

6. Bacan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana 
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan 
kepada rnasyarakat yang mempunyai nP.ksibilitas dalarn pola 
pengelolaan keuangan sebagai pengecualia.n dari ketentuan 
pengelolo.un daero.h pada umumnya. 

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang sela.ijutnya disiugkat 
PPK-BLUD adalah pota pengelolaan keuangan yang 
mernberikan fleksrbitnas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kebidupan bangsa, seoagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

8. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Grobogan yang 
selanjutnya disebut RSUD aclalah rtrmah sakit umum milik 
Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola ?engelolcw.n 
Keuo.ngo.n Bndo.n Layanan Umum Dacrah (PPK-BLUD). 

9. DLUD Pusat Kcschatan Masyarakat yang selanjutnya diselrut 
Puskesrnas adalah Puskesmas milik Pernerintah Daerah yang 
dikelota dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (PPK-BLUD). 

10. BLUD Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut 
Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan mitik Pemerintah 
Daerah Kabupaten Grobogan yang dikelola dengan Pola 
Penzelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah (PPK­ 
BLUD). 
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16. Total Skor, yang selanjutnya disingkat TS, adalah hasil 
penjumlahan dari nilai aspek keuangan dan nilai aspek non 
keuangan dalarn bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 

100 (scratus) yang cligunakan untuk menentukan hasil 

penllaian kinerja BLUD. 
17. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD 

bcrupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Selisih 
Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Neraca, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Lapornn Keuangan, yang disusun bcrde.sarkan Standar 

Akuntansi Pemerirn:ahan. 
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan 
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran 
BLUD. 

19. Rcncana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya 
disingkat RBA Definitif adalah dokUmeo RBA yang telah 
cisesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Anggara.n 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

mengenai terhadap peraturan perundang-undangan 
pengelolaan keuangan BLUD. 

15. Pcnilaian kincrja non keuangan adalah pcnilaian kincrja BLUD 

terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat 
berdasarkan data layanan BLUD. 

12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan 
terhadap penge.olaan BLUD. 

13. Penilaian kinerja BLUD adalah suatu cara dalarn merrilai 
capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan olch 

BLUD, y=~ mcliputi penilaian aspek keuangan dan penilaian 
aspek non keuangan. 

14. Penilaian kinerja keuangan adalab penilaian kinerja BLUD 
berdasarkan analisis data 1aporan keuangan dan kepatuhan 

11. Satuan Pengawas lnternal adalah Tim yang dapat diben tuk oleh 

Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal 
terhadap kinerja pelayanan. keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang 

Schat. 
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(1) Penilaian kinerja BLUD meliputi: 
a. Penilaian Kinerja Keuangan: dan 

b. Penilaian Kineria Non keuangan. 
(:2) Ukuran Penilaian Kinerja Keuangan sebagoimana dimaksud 

pada ayat (1) hui uf ct, .rucliputi: 

a. rasio keuangan; dan 
b. kepatuhan pengelolaan keuangan. 

(3) Rasio keuangan sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) huruf a, 
antara lain: 
a. perolehan hasil ueaha atau hasil kerja. da.ri lnyunan. yang 

diberikan ireruubiluus}; 

b. pemenuban kewajiban jangka pendek (likuidit.as); 

c. pernenuhan seluruh kewajiban (solvabilitas); dan 
d. kernampuan penerimaan dari jasa layanan untuk 

membiayai pengeluaran. 
(4) Ukuran Penilaian Kinerja Non keuangan, antara lain: 

a. perspektif pelanggan; 

b. proses internal pelayanan; 
c. pembelajaran; dan 
d. perturnbuhan. 

BAB Ill 

PENTLAJAN KINERJA 

Pasal3 

(1) Peraturan Bupati ini rnengarur mengenai pedoman penilaian 

kinerja. terhadup BLUD penyedia lays.nan umum di bidang 

kesehatan, 

(2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. RSUD; 

b. Puskesmas; dan 
c. Laboratorium. 

BAB II 

RUANO LINGKUP PENTLAIAN KlNERJA 
Pasal 2 
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1m; 

Tara Cara penghitungan dan periilaian kinerja untuk : 
a. RSUD, tercantum dalam Lamp.ran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

b. Puskesrnas, tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan 
bagian tidak rerpisahkan dari Peraruran Bupati ini; clan 

c. Laboratoriurn, tcrcantum dalam Lampirari III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Pasal6 

pengmva.<ian. 

urusan pernerintahan yang 
yang ditunjuk melakukan 

yang bertanggung jawab atas 
bersangkutan atau pejabat 

(1) Penilaiari ki.nerja dapat dilakukan cleh Ss.tuan Pengawae 

Internal. 

(2) Penilaian kinerja BLUD-SKf'iJ dilakukan oleh Dewan Pengawas. 
(3) Penilaian kinerja BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD 

PllsalS 

(l) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf a, dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan 

kepatuan terhadap peraturan perundang-undangan rnengenai 
pengelolaan keuangan BLUD, yang te.1:ih disampaikan kepada 
PPKD. 

(2) Penilaian aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b, dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan 
layanan BLUD pada tahun yang akan dinilai, dan disampaikan 
oleh pemimpin BLUD-SKPD, atau BLUD-Unit Kerja melalui 
Kapala, SKPD kepada PPKD. 

(3) Datay haeil perhitungan layarian scbagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan sesuai dengan indikator sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
(4) Data/hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 

Pasa'.4 
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(1) HA!lil ~nil::,ian kinerja B:...UO ditenrukan berdaaarkan TS yang 

diperoleh BWD. 

(2) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK. 

(3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari: 
a. AM. apabila TS > 95, dengan kerentuan hasil penilaian 

keuangan yang dicapai oleh BLUD tidalc belch kurarig dad 

::;()% (li111<1 puluh persen); 

b. AA, apabila 80 < TS s 95, dengan ketcntuan hasil penilaian 

keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 
50% (lima pulub persen]; dan 

c. A, apabila 65 < TS :S 80, dengan ketentuan hasil penilaian 
keuangan yang dicapai oleh e:...uo tidak boleh kurang dart 

50% (lima pu.uh persen]. 

(4) Kriterla SEDANG sebagairnana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
dari: 
a. BBB, apabila 50 < TS s 65, ci.engan ketentuan hasil penilaian 

keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak botch kurang dari 
S'.)% [lima puhrh pP.csen); 

b. BB, apabilc, '10 < TS :, 50, dcngan basil pcnilaian keuangan 
yang dicapai oleh BLCO tidak boleh kurang dari b0% (trma 

puluh persen) basil; 
c. B, apabila 30 < TS s 40, dengan ketentuan hasil pen:laian 

keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak boleh kurang dari 
SDO/n [lima pi ih ih persen}, 

(5) Kriteria 8URUl< ecbagaimarra dimaksud pada ayat (2) terdiri 

darl: 

a. CC, apabila 15 < TS s 30, dengan ketentuan hasil pen.laian 
keuangan yang dicapai oleh BLUD tidak botch kurang dari 
50% (lima puluh persenl; 

I::. C, apahila basil r,enil:ii:in kennngan yAng rlir,::ip.ai oleh BLUD 

k arang duri 50% (limn puluh pcrscn). 

Pasal 7 

BAB IV 
HASfL PENILAIAN KINERJA 
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BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NO MOR 81 

Diundangkan di Purwodadi 

pad.a tanggal Jt lleaembor 2018 

SRI SUMARNI 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 31 .lloaelllber 2018 
BUPA'Il GROBOGAN, 

Pemtumn R11pati ini mulai berlaku pada tanssaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengeta.huinya, mcmcrintahkan pengundangan 

Peraturan Dupati ini dengau peuempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan. 

KETENTUAN PENUTUP 
PasaJ 9 

BABV 

(1) Hasil penilaian kinerja BLUD oleh Satuan Pengawas Inter-nal 
niruimp;:iiki:tn kepada Pimpinan BLUD. 

(2) Haail penilaian kinerja B!.U D olch Dewan Pengawau 

disampaikan kepada Bupali melalui sekretarts Oaerah. 

(3) Hasil penilaiao kinerja BLUU oleh Kepala SKPD yang 

bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang 

bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk melakukan 
pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

Pasal 8 
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